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TEITTANG

DAITAR. ITEITEHTIITGAIT DTSA BERI}ASARKAIT HAIT ASAL USUL
DAN I{EWEI$IITGAII I,OKAL BERSKALA DESA

DI IIABIIPATEIT BARI'NO SEI,ATAIT

DEITGAtr RAIIUAT TIIIIAfi YAtrG HAIIA ESA

BrrPATr BARIO SErtTArs,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketefttrian Pasal 21" ayat (1) Peraturan
Menteri Dalam Nqeri Nomor 44 Tahun ?OLG tentang Kewenangan Desa,
perlu menetapkan peraturan Bupati tentang daftar Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak AsaI Usul dan Kewerlangat Lokal Berskala Desa di
Kabupaten Barito Selatan;

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-
Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan {Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang
(Lembaran Negara Repubtrik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72,
Tambahan Lembararr Negara Repoblik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2OAg tentang Pelayanan Pub[k
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2AO9 Nomor ll2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor 7, Tambahan
Iembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5a95);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2A14 tentang Pemerintahan
Daerah (Iembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol4 Nomor
244, Tawtbatran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2OLS tentang perubahan kedua atas
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2OL4 tentang Pemerintahan
Daerah pembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58,
Tambahan Irmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2Ol4 tentang Peratrrran
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2Ol4 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2OL4 Nomor L23,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor L L Tahun z0tg tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahui 2Ol4 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2OL4 tentang Desa
(Irmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2Ol9 Nomor 4t,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 632U;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor l" 11 Tahun 2OL4 tentang
Pedoman Teloris Pen5rusunan Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia 2OL4 Nomor 2O9Ll;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2Ol4 tentang
Pedoman Pembangunan Desa {Berita Negara Republik Indonesi
Tahun 2OL4 Nomor ZAQa\;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8O Tahun 2015 tentang
Pembentukan Froduk Hukum Daerah {Berita Negara Republik
Indonesia Tahr:n 2015 Nomor 2035) sg$ageirrrana telah diubah
dengan Peraturan Menteri llalam Negeri Nomor 12O Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Pemtr:,ran Menteri Dalam Negeri Nomor 8O
Tahun 2015 tentang Fembenhrkan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik IndoaesiaTahun 2018 Nomor 157h

6.

7.

8.

9. Peraturan Menteri Detam
Kewenangan Desa (Berita
Nomor 1037);

Negeri Nomer 44 Tahun 2A16 tentang
Negara Republik Indonesia Tahun 2AL6

MEMUTTISKAIT:

Heaetaphn : PERATIIRAI{ BlfPtrTI TEI{TANG DAFfAR, KEIIENAIIGAfr DESA
BERDASARKAT IIAI{ ASAL U$I'L DAIT I(SIYEITAITGAIT Itr)KAL
BERSI(AI,II DESA DINABUPTTE1T BARI.TO SEI,A?AI5.

BAB I
I{ETEITTUAIT T'MTIU

ksal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan perrnerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.



3.

4.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas

wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus

uru$an pemenntahan, kepentingan masyarakat setempat

berdasarkan prakarsa masyarakat, dalam sistem
pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan Desa adalah kewenangan yang _dimiliki Desa

meliputi f"*"r"rrgan berdasarkan hak asal usul, kewenangan

lokai berskala d""u", kewenangan yang dit*gaskan oleft

Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah

Daerah Kabupaten serta kewenangan lain yang ditugaskan
oleh pemeriniah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah
Daerah Kabupaten sesuai dengan ketentrran peraturan
perundang-undangn.

Kewenangan berdasarkan Hak Asal usul adalah hak yang

m"rop*klrt warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau
pr"t*o Masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan

kehidupan masYarakat'

Kewenangan l,okal Berskala DeSa adalah kewenangan untuk
*.rrg*toi dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang

teUliagaUntan oteh D6sa atau marnpu dan efektif dijalankan
oleh Dem. atau yagg rmrneul karena perkembangan Desa dan
prakarsa masyarakat Des*i.

Pemerintahan Desa adateh penyelenggaraan urusan
pemeriotahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam
*i"t * Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu oleh Perangkat
Desa sebagai unsllr perrSrele*ggaraan Pemerintahan Desa.

camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan
pemeriatahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam
pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan
pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah, dan penyelenggaraan tugas umum
pemerintahan.

10. Kepala Desa adalah Pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai
wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan
rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari
Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

1 1. Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang
melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya
merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan
keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

L2, Musyawarah Desa adalah musyawarah antar Badan
Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur

5.

7.

8.

9.

masyarakat yang diselenggarakan oleh
Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang
strategis.

Badan
bersipat



13. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang

ditetapkan oleh Kepala besa setelah dibahas dan disepakati

bersama Badan Permusyawaratan Desa'

14. Aset Desa adalah barang milik desayang berasal dari kekayaan

hasildesayangdibeliataudiperoleh-ltasbebanAnggaran
pendapatan"aari3etans a Desa at"u perolehan lainnya yang sah'

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk :

a. meningkatkan efektifitas dan akuntabilitas desa dalam menata

kewenangan d,esa sesrrai asas rekognisi dan asas subsidiaritas;
dan

b. sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam menetapkan

kewenangan Berdasarkan Hak Asal usul dan Kewenangan

l,okal Berskala Desa.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati Ini :

a. memberikan kepastian hukum dalam penetapan kewenangan

berdasarkan Hak Asal usul kewenangan Lokal Berskala Desa;

dan
b. dalam rangka mendorong proporsionalitas pelaksanaan

bidang kewenangan desa yang meliputi :

1) penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
2) pelaksanaan Pembangunan Desa;
3) pembinaan Kemasyarakatan Desa;dan
4) pemberdaYaan MasYarakat Desa.

BAB II
RUANG LII{GKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini adalah ;
a. kewenangan desa berdasarkan hak asal usul;
b. kewenangan lokal berskala desa;
c. mekanisme pelaksanaan kewenangan desa berdasarkan hak

asal usul dan kewenangan lokal berskala desa;
d. evaluasi dan pelapora.n;
e. pembinaan dan pengawasan;
f. pendanaan; dan
g. pungutan desa.

BAB III
XEtr'EIIANGAIT DESA BERDASARI(AIT HAI( ASAL USUL

Pasal 5

(1) Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul antara lain:
a. sistem organisasi masyarakat adat;
b. pembinaan kelembagaan masyarakat;
c. pembinaan lembaga dan hukum adat;



d. pengelolaan tanah kas desa; dan
e. pengembangan peran masyarakat desa.

(2) Daftar Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul hasilidentilikasi dan inventarisasi, yaitu pengemb*grn dan pelestarian
adat, budaya dan kesenian desa.

BAB IV
KEU'TNAITGAN LOKAL BERSI(ALA DESA

pasal 6
(1) Kewenangan lokal berskala Desa meliputi:

a. pengelolaan tambatan perahu;
b. pengelolaan pasar desa;
c.
d.
e.
f.

ob'
h.
i.
j.
k.

a.
b.
c,
d.
e.
f.
ob'
h.

i.
j.
k.
1.

m.

p.
q.
r.

pengelolaan tempat pemandian umum;
pengelolaan jaringan irigasi;
pengelolaan lingkungan permukim€rn masyarakat Desa;
pembinaan kesehatan masyarakat dan pengeloraan pos
pelayanan terpadu;
pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar;
pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan;
pengelolaan embung Desa;
pengelolaan air minum berskala Desa; dan
pembuatan jalan Desa antar permukima, ke wilayah pertarrian.

(2) Kewen€Lngan lokat berskala Desa hasil identifrkasi dan
inventarisasi terdiri antara lain :

Pengembangan Sumberdaya Manusia berskala Desa;
Pengembangan tataruang dan peta sosial berskala Desa;
Pengelolaan data dan Informasi berskala desa;
Pengelolaan lingkuagan hidup berskala Desa;
pengelolaan wisata berskala Desa;
Pengelolaan energi baru dan terbarukan berskala Desa;
pengelolaan teknologi tepat guna berskala Desa;
pengelolaan budidaya pertanian, peternakan, perkebunan dan
perikanan berskala Desa;
pengelolaan perekonomian berskala Desa;
pengelolaan bencana berskala Desa;
pengelolaan badan usaha milik Desa;
pengelolaan sarana dan prasarana berskala Desa;
pengelolaan sumberdaya alam berskala Desa;
perlindungan kelompok rentan berskala Desa;
pembinaan kepemudaan dan olahraga berskala Desa;
pengelolaan pendidikan non formal berskala Desa;
pembinaan hukum masyarakat berskala Desa;
pembinaan kesejahteraan keluarga berskala Desa;

n.
o.



BAB V
MEKAITISME PEIYYELEN(X}ARAAIT KEtrIENAITGAN DESA

BERDASARKAN HAK ASAL USUL DAN NEUIENANGAN ITOI(AL
BERSKALII DESA

Pasal 7

(1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan penyuluhan tentang
rincian kewenangan berdasarkan Hak Asal-usul dan rincian
kewenangan Lokal Berskala Desa kepada Desa.

(2) Berdasarkan hasil sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Desa mengajukan usul tentang
Kewena:egan yang akan dilaksanakan.

Pasal 8

(1) Penetapan kewenangan yang akan dilaksanakan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) Pemerintah Desa menyiapkan
Rancangan Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa
Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa.

(2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(U dibahas bersama BPD untuk mendapatkan kesepakatan'

{3} Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat
(U disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku.

(4) Peraturan Desa tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal
Usul dan Kewenangan tokal berskala Desa wajib diklari{ikasi oleh
Bupati.

BAB VI
EVALUASI DAIT PELAP,IORAN

ksal 9

(1) Bupati melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenarlgan Desa.

(2) Dalam melaksanakan evaluasi pelaksanaan kewenangan desa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati dapat menugaskan
kepada Camat.

(3) Hasil Evaluasi menjadi bahan dalam merumuskan kebijakan
penataan kewenangan desa.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAUIASAIY

Pasal 1O

(1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan penataan kewenangan Desa.



(2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
melalui :

a. fasilitasi dan koordinasi;
b. peningkatan kapasitas aparatur pemerintah Desa;
c. monitoring dan evaluasi; dan
d. dukungan teknis administrasi.

Pasal 11

Dalam rangka pembinaan dan pengawasan terhadap penataan dan
pelaksanaan kewenangan Desa, Bupati :

a. menugaskan pembinaan teknis kepada seluruh satuan
perangkat daerah kabupaten yang bidang tugasnya berhubungan
dengan jenis kewenangan Desa dimaksud.

b. melimpahkan sebagian tugas pembinaan kepada camat dalam bentuk
tugas koordinasi pelaksanaan pembinaan teknis oleh perangkat
daerah kabupaten kepada Desa diwilayah kecamatan; dan

c. menugaskan aparatur pengawasan fungsional untuk melaksanakan
pengaurasan penyelenggaraan kewenangan desa.

BAB VIII
PEISDANAAN

Pasal 12

Penyelenggaraan penataan kewenangan Desa didanai oleh:
a. anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten;
b. anggaran pendapatan dan belanja desa; dan/atau
c. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB f,T
PUIIGUTAN DESA

Pasal 13

(1) Desa dapat melakukan pungutan dalam rangka peningkatan
pendapatan asli Desa sesuai dengan kewenangan Desa
berdasarkan peraturan perundang-undangan.

12) Pungutan sebagaimana dimaksud ayat (U dimasukan dalam
rekening kas Desa.

(3) pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
peraturan Desa.



BAB X
xmm'K'lr[IAm PElrnrmm

ksn'l 14

Feraturall Bupati ini urulai berlaku pada tanggat diundamgke1r"

Agar setiap CIrang y6ng meugetahldnya, nnemerintahnran

dlagprrndang;n peratr"lrelr Aupati ird dengam Panesipat€srnya dalamo

beuit" Daerah Kabupatan Barito SeXatan"

Dfundamgkan di Berntuk
pada taxlggal 5t n*sqr*b'#2019

BEtrima DABBJIII KAtst PArffi mRl:tqo sffittrr,*fi rAffiuw 2G)19 uoMom' 3?

Ditetapkam di Bremtok
tariffianS'[ s*s]ar20n9

6f*/wl,r*\ I,l \zG#


